PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAFRAH

JI. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR /i9¢. Y /O 4 O [ Huk«r1] 2035

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN

PENINGKATAN KOORDINASI DALAM PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Menimbang :

Mengingat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

bahwa Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
merupakan salah satu peningkatan kualitas pelayanan
publik, efektifitas penanganan masalah Daerah dan
memperkuat akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan
daerah yang bertujuan untuk menciptakan kepastian
hukum;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan
Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala serta
demi terciptanya tertib administrasi dalam
pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Aksi
Perubahan Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan
Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Donggala;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
310, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7061);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014

Menetapkan
KESATU

KEDUA

tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Tim Aksi Perubahan Peningkatan Koordinasi
dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Donggala, dengan susunan
keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :
A. Pengarah :

Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada

Tim Aksi Perubahan Peningkatan Koordinasi dalam

Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Donggala.

B. Ketua:

1. Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim;

2. Mengkoordinasikan Aksi Perubahan Peningkatan
Koordinasi dalam Penanganan Perkara di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan
stakeholder eksternal terkait;

3. Melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi
Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
dan

4. Melakukan pemantauan dan memastikan
terlaksananya Peningkatan Koordinasi dalam
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KETIGA

KEEMPAT

Kabupaten Donggala sesuai dengan pedoman yang
telah ditetapkan.

C. Anggota :

1.

Membantu pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi
Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
dan

Membantu pemantauan dan memastikan
terlaksananya  Peningkatan  Koordinasi  dalam
Penanganan Perkara di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan pedoman
yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggungjawab

dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala selaku Pengarah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

Pembina Ytama Madya
NIP. 19690939 199601 1 003
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KOORDINASI DALAM
PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KOORDINASI
DALAM PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

KEDUDUKAN

NO NAMA JABATAN DALAM TIM KET.
KEPALA BAGIAN HUKUM
1. | ADHI, SH., MH SETDA KAB. DONGGALA PENGARAH
2. | IRMAWATI, SH., MH i s KETUA

BANTUAN HUKUM

PENGELOLA DATA
3. | RENIATI INFORMASI HUKUM ANGGOTA

ANALIS ADVOKASI

4. | AGNES OKTAVIANI PUTRI, SH HUKUM ANGGOTA
5. | AJENG AULIA RAHMASARI, SH AR BRG] ANGGOTA
HUKUM
STAF PHL BAGIAN
6. | TARMIZI, S.AP
HUKUM ANGGOTA
STAF PHL BAGIAN
7. | MOH. FATURRAHMAN, SH
HUKUM ANGGOTA

SEKRETARIS DAERAH

Pembm Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003
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